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MOTTO 

 

“Agar tercapai target organisasi, harus dilakukan pengawasan. Dengan 

pengawasan target organisasi akan sempurna” 
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ABSTRAK 

 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende ditinjau dari 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan 

 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern 

yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

25 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; 1. 

Bagaimana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh petugas 

tim pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Bandar Udara Haji 

Hasan Aroeboesman Ende ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

25 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan?; 2. Apa faktor-faktor yang 

menghambat pengawas dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende belum dilaksanakan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan?. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah yang dilaksanakan oleh petugas Tim Pelaksana Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende, 

sebagai bukti bahwa Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende melaksanakan 

apa yang diamanatkan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun faktor-faktor penghambat 

pengawas dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende adalah; 1. Faktor Kurangnya 

Sumber Daya, yakni kurangnya personel tim dan kurangnya kompetensi 

pegawainya; 2. Faktor Informasi dan Komunikasi yang tidak efektif, yaitu 

kurangnya informasi dan komunikasi yang jelas antara tim pengawas.  

Adapun saran yang ditujukan kepada Kepada Kantor Bandar Udara Haji 

Hasan Aroeboesman Ende untuk mengajukan diklat pegawai dan menambah 

jumlah personel. Bagi petugas Tim Pelaksana agar dapat berkomunikasi lebih 

intensif dengan petugas Tim Pengawas Intern. Bagi petugas Tim Pengawas Intern, 

diharapkan lebih giat bekerja dan meningkatkan kompetensinya.  

 

Kata Kunci : Penyelenggaraan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 

Bandar Udara Ende 
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ABSTRACT  

 

Maintenance of Government Internal Control System at Haji Hasan 

Aroeboesman Ende Airport is reviewed from the Regulations of the Minister 

of Communications No. 25 Year 2018 on the Measures for Maintaining the 

Government internal control system in the Environment of the Ministry of 

Communication 

 

Government Internal Control System is a system of internal control 

organized comprehensively in the central government and local government, in 

accordance with Article 1 paragraph (2) of the Regulations of the Minister of 

Communications No. 25th of 2018 on the Measures of Maintenance of the 

Government's internal control system in the Environment of the Ministry of 

Communication. 

As for the problem with this research, 1. How is the maintenance of the 

Internal Control System of the Government by the executive team of the internal 

control system of the government at Airport Hasan Aroeboesman Ende reviewed 

from the Regulations of the Minister of Communications No. 25 Year 2018 On 

the Measures of Maintenance of Internal control system in the Environment of the 

Ministry of Relations?; 2. What factors hinder the supervisor inining the 

Government Internal Control System at Haji Hasan Aroeboesman Ende Airport 

have not yet been implemented in accordance with the Regulations of the Minister 

of Communications No. 25 Year 2018 on the Measures of Maintenance of the 

System of Internal Government Control in the Environment of the Ministry of 

Communication?. The type of research used is empirical research using a 

sociological jurisprudential approach. 

The results of the research showed that the maintenance of the 

Government Internal Control System carried out by the officer of the Executives 

of the Internal control system of the government of Haji Hasan Aroeboesman 

Ende Airport, as proof that Haji Airport Hasan Aroebosman Ende is implementing 

what is mandated by the Regulations of the Minister of Communications No. 25 

Year 2018 on the Measures of Maintenance of the System of Internal Government 

Control in the Environment of the Ministry of Communication. With regard to the 

factors hindering supervisors in the maintenance of the Government Internal 

Control System at Haji Hasan Aroeboesman Ende Airport are: 1. Lack of 

resources, i.e. lack of staff and lack of competence of staff; 2. Ineffective 

Information and Communication Factors, that is, lack of clear information and 

communication between the supervisory team.  

As for the advice addressed to Haji Airport Office Hasan Aroeboesman 

Ende to apply for a post of staff and increase the number of staff. For the 

Executive Team officer to be able to communicate more intensively with the 

Internal Surveillance Team officers. For the officers of the Internal Surveillance 

Team, it is expected to work harder and improve their competence.  

 

Key words: Maintenance, Government Internal Control System, Ende 

Airport 
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